SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian
Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kendal tentang Pembentukan Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2021 Tanggal 20
Mei 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kendal.

Menetapkan Susunan Personalia Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka

menyusun perencanaan kegiatan;

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka
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menyusun program dan jadwal, sebagai dasar
penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal,

Menerima dan menindaklanjuti laporan

penerimaan Gratifikasi;

Menyimpan, menginventarisasi, dan
mendokumentasikan laporan  penerimaan
Gratifikasi;

Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan
dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi
kepada personil Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal;

Menyusun laporan penyelenggaraan

pengendalian gratifikasi.

Tugas Personalia dalam Unit Pengendalian Gratifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
adalah :

a.

Pengarah  bertugas untuk mengarahkan,
mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan
mengevaluasi pelaksanaan pengendalian

gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kendal,

Ketua bertugas untuk mengkoordinir,
merencanakan, membagi tugas, melaksanakan
sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan
menyampaikan laporan pelaksanaan
pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit
pengendali gratifikasi di lingkungan KPU;

Sekretaris bertugas untuk menyiapkan
bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas
Tim, melaksanakan penelaahan dan
menyampaikan laporan penelaahan serta
menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan
dan tindak lanjut laporan secara berjenjang

kepada Pimpinan,;
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d. Anggota bertugas untuk menerima, mencatat,
menginventarisir, menyiapkan kelengkapan
bahan/data yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas
tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan
KPU Kabupaten Kendal.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor
6/HK.03.1/3324/2022 tentang Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

JABATAN
NO NAMA T DALAM
UPG
: 2 3 4
1. | HEVY INDAH OKTARIA, S.E, M.Sos. Ketua KPU Pengarah
2. | ROKHIMUDIN, A.Md. Anggota KPU Pengarah
3. | RINTO WARDOYO, S.Pd. Anggota KPU Pengarah
4. [ NURUL AKHIRIN, S.Pd.l. Anggota KPU Pengarah
5. | AKHMAD ZAENUTOLIBIN, S.H.I. Anggota KPU Pengarah
6. | BENNY NUGGRAHA, S.IP, M.A. Sekretaris KPU Ketua
Kasubbag Teknis
7. | ZAENY EKHSAN, S.Pd. Penyelenggaraan Pemilu, Sekretaris
Partisipasi dan Humas
Kasubbag Keuangan
8. | APINAH, S.Sos. Umum dan Logistik Anggota
Kasubbag Perencanaan,
9. | YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP, M.A. Diata dais Tafoering: Anggota
10. | ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H, | KasubbagBukumdan | 000,
Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 18 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

/ Kepald 81  Bagian Hukum dan SDM,

7 o =
4 V<




	034f317e7ee2e0f249a9820d444d3446826cb48f8a11c79d35d36ca666843d44.pdf
	034f317e7ee2e0f249a9820d444d3446826cb48f8a11c79d35d36ca666843d44.pdf
	034f317e7ee2e0f249a9820d444d3446826cb48f8a11c79d35d36ca666843d44.pdf
	034f317e7ee2e0f249a9820d444d3446826cb48f8a11c79d35d36ca666843d44.pdf
	034f317e7ee2e0f249a9820d444d3446826cb48f8a11c79d35d36ca666843d44.pdf
	034f317e7ee2e0f249a9820d444d3446826cb48f8a11c79d35d36ca666843d44.pdf
	034f317e7ee2e0f249a9820d444d3446826cb48f8a11c79d35d36ca666843d44.pdf

